BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1.

Ida, 2018. “Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di
Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang”. Dari Sekolah Tinggi Ilmu
Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar permasalahan
utama dalam penelitian ini adalah Bagaimana kualitas pelayanan
administrasi kependudukan di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang,
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan
administrasi kependudukan di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan
melalui proses wawancara, observasi dan telaah dokumen. Wawancara
dilakukan dengan cara tanya jawab langsung kepada informan.

Hasil penelitian ini adalah pada aspek bukti fisik Kantor
kecamatan Alla belum memenuhi fasilitas pelayanan yang memadai,
Dalam aspek kehandalan, masyarakat merasa puas dengan pelayanan
yang di berikan, pada aspek daya tanggap, pegawai bersedia
membantu kesulitan yang dialami pengunjung, dari aspek jaminan
khususnya keamanan di Kantor Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang
sudah menunjukan upaya meningkatkan kualitas pelayanannya terkait
memberikan rasa aman bagi masyarakat, pada Aspek empati, yang
diberikan pihak Kecamatan Alla yaitu dengan memberikan kesan yang
menyenangkan. Penulis menyarankan agar pemerintah Kecamatan

lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang dianggap kurang



memuaskan dalam proses pelayanan yaitu dimensi fasilitas fisik agar
masyarakat dapat merasa puas dan nyaman saat menerima layanan.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu yang telah
dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan
oleh Ida (2018) sama-sama menyoroti kualitas pelayanan administrasi
kependudukan dengan menggunakan dimensi kualitas pelayanan
menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry. Penelitian tersebut
menekankan pada penilaian kualitas pelayanan di tingkat kecamatan,
dengan hasil yang menunjukkan bahwa sebagian besar dimensi
pelayanan telah berjalan dengan baik, kecuali pada aspek bukti fisik
yang masih belum memadai.

Berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini
berjudul “Kualitas Pelayanan Administrasi Bidang Pemerintahan Pada
Kantor Desa Sungsum Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten
Balangan” memiliki fokus kajian yang berbeda, yaitu pada kualitas
pelayanan administrasi di tingkat desa. Penelitian ini tidak hanya
mengkaji kualitas pelayanan berdasarkan lima dimensi SERVQUAL,
tetapi juga lebih menitikberatkan pada kondisi nyata pelayanan yang
dirasakan langsung oleh masyarakat desa, khususnya terkait
keterbatasan fasilitas ruang tunggu dan sarana pendukung pelayanan.

Penelitian ini berupaya menggambarkan bagaimana kualitas
pelayanan administrasi desa dilaksanakan, mulai dari aspek bukti fisik,
kehandalan, daya tanggap, jaminan, hingga empati aparat desa dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini



juga menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam
pelaksanaan pelayanan administrasi desa berdasarkan hasil wawancara,
observasi, dan dokumentasi.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty)

dari segi lokasi, tingkat pemerintahan, dan fokus kajian. Apabila
penelitian terdahulu lebih banyak dilakukan pada tingkat kecamatan,
maka penelitian ini secara khusus mengkaji kualitas pelayanan pada
tingkat desa yang masih relatif jarang diteliti. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya
peningkatan kualitas pelayanan administrasi desa, serta menjadi bahan
pertimbangan bagi pemerintah desa dalam memperbaiki sarana
prasarana dan meningkatkan kepuasan masyarakat secara
berkelanjutan.
. Ratna Esa Kuswati, 2017. “Kualitas Pelayanan Publik Di
Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul”. Dari Program
Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Jurusan Pendidikan
Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab rendahnya
kualitas pelayanan publik dan faktor penghambat pelaksanaan
pelayanan publik di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu
penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan
peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan

data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau
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fenomena yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.
Adapun informan penelitian dalam penelitian ini adalah 1 (satu) orang
Kepala Bagian Pelayanan Umum sebagai informan kunci, 1 (satu)
orang petugas pelayanan dan 6 (enam) orang masyarakat pengguna
jasa pelayanan sebagai informan pendukung. Analisis data dalam
penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan
keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab rendahnya
kualitas pelayanan publik di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten
Gunungkidul disebabkan oleh beberapa indikator yang ada dalam
dimensi Tangibel, Realiability, dan Emphaty belum diterapkan sesuai
dengan standar pelayanan. Adapun indikator yang belum berjalan
sesuai dengan standar pelayanan yaitu (1) Dimensi tangible (bukti
fisik) yaitu ketidaknyamanan tempat pelayanan termasuk sarana dan
prasarana yang belum lengkap. (2) Dimensi reliability (kehandalan)
yaitu belum ahlinya pegawai dalam menggunakan alat bantu
pelayanan. (3) dimensi empathy (empati) yaitu ketidakramahan
pegawai dalam proses pelayanan. Faktor penghambat pelaksanaan
pelayanan publik di Kantor Kecamatan Tanjungsari Kabupaten
Gunungkidul yaitu masalah kualitas dan kuantitas Sumber Daya
Manusia, kurangnya koordinasi dengan pemerintah desa serta masih

terbatasnya sarana dan prasarana.



11

Berdasarkan wuraian penelitian terdahulu tersebut, dapat
disimpulkan bahwa penelitian Ratna Esa Kuswati (2017) sama-sama
menyoroti  pentingnya  kualitas  pelayanan  publik  dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, fokus kajian
penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini.
Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Esa Kuswati (2017) lebih
menekankan pada penyebab rendahnya kualitas pelayanan publik di
tingkat kecamatan, dengan menitikberatkan pada belum optimalnya
penerapan dimensi tangible, reliability, dan empathy serta faktor
penghambat pelayanan yang berasal dari keterbatasan sumber daya
manusia, koordinasi antarinstansi, dan sarana prasarana pelayanan.

Berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini
yang berjudul “Kualitas Pelayanan Administrasi Bidang Pemerintahan
Pada Kantor Desa Sungsum Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten
Balangan” memiliki fokus kajian pada kualitas pelayanan administrasi
di tingkat desa. Penelitian ini berupaya menggambarkan bagaimana
kualitas pelayanan administrasi dilaksanakan oleh aparat desa dalam
melayani masyarakat, ditinjau dari dimensi kualitas pelayanan menurut
Parasuraman, Zeithaml, dan Berry yang meliputi fangible, reliability,
responsiveness, assurance, dan empathy, serta mengidentifikasi faktor
pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan
administrasi desa.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty)

dari segi objek dan fokus kajian. Jika penelitian terdahulu lebih
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menekankan pada rendahnya kualitas pelayanan publik di tingkat
kecamatan, maka penelitian ini menempatkan kualitas pelayanan
administrasi desa sebagai fokus utama dengan melihat secara lebih
rinci praktik pelayanan sehari-hari yang langsung dirasakan oleh
masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi nyata bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas
pelayanan administrasi yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi
pada kepuasan masyarakat, serta menjadi bahan pertimbangan dalam

upaya perbaikan pelayanan publik di tingkat desa.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Kualitas

Karakteristik lingkungan dunia usaha saat ini ditandai oleh
perkembangan yang serba cepat di segala bidang. Persaingan bukan
hanya mengenai seberapa tinggi tingkat produktivitas perusahaan dan
seberapa rendahnya tingkat harga produk maupun jasa, namun lebih
pada kualitas produk atau jasa tersebut, kenyamanan, kemudahan, serta
ketepatan dan kecepatan waktu dalam pencapaiannya. Persaingan
ekonomi dunia usaha tersebut menjadi semakin ketat sehingga menurut
kepiawaian manajemen dalam mengantisipasi setiap perubahan yang

terjadi dalam aktivitas ekonomi dunia.

Untuk menghadapi persaingan tersebut, dunia usaha dituntut
untuk mampu mengadakan perubahan. Ada tiga ciri gambaran

perubahan yang banyak didengungkan, yaitu kesementaraan,
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keanekaragaman, dan kebaruan. Kesementaraan antara lain
ditunjukkan dengan semakin pendeknya umur suatu produk yang
bukan disebabkan tidak berfungsinya produk tersebut secara teknis
tetapi karena sudah ketinggalan jaman dengan adanya perkembangan
teknologi, perubahan selera konsumen dan perubahan corak
persaingan. Keanekaragaman terlihat dengan semakin banyaknya jenis
produk yang beredar di pasar yang tidak terbatas pada consumer’s
goods tetapi juga pada jenis teknologi yang ditawarkan. Selain itu,
produsen maupun pelanggan secara umum, sering dihadapkan pada
hal-hal baru yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, teknologi
baru, ilmu pengetahuan baru, produk dan jasa baru, gaya hidup baru,

harapan-harapan baru, dan sebagainya.

Kata “kualitas” mengandung banyak pengertian, menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia, kualitas berarti tingkat baik buruknya
sesuatu, derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan, dsb) atau mutu.
Untuk dapat dinilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang
diberikan aparatur pemerintah, perlu ada kriteria yang menunjukan
apakah suatu pelayanan publik yang diberikan dapat dikatakan baik

atau buruk, berkualitas atau tidak.

Kualitas suatu jasa pelayanan merupakan salah satu faktor
penting dalam meningkatkan mutu kinerja suatu instansi selain biaya
pelayanan dan ketepatan waktu pelayanan karena kualitas pelayanan

juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan mutu kinerja yang
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harus memberi kepuasan pada pelanggan yang melebihi atau paling

tidak sama dengan kualitas pelayanan dari instansi lain.

Kualitas bukan hanya menekankan pada hasil akhir saja, yaitu
produk jasa, akan tetapi juga menyangkut kualitas manusia dan
lingkungannya. Karena tanpa keduanya tidak akan menghasilkan
produk jasa yang berkualitas. Kualitas juga dapat diartikan sebagai
salah satu yang dapat memuaskan pelanggan atau kesesuaian terhadap
persyaratan atau kebutuhan. Kualitas sebagai kondisi dinamis yang
selalu berubah, dimana dalam hal ini kualitas harus diperbaiki setiap
waktu karena bisa saja produk yang berkualitas pada saat ini bisa

menjadi produk yang berkualitas di masa yang akan datang.

Kualitas adalah ukuran standar yang diinginkan oleh
konsumen, jika suatu perusahaan dikatakan sudah berkualitas berarti
sudah memenuhi standar keinginan konsumen bahkan melebihi
harapan dari konsumen. Menurut Lupiyoadi, (2016) kualitas adalah
perpaduan antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh mana
keluaran dapat memenuhi persyaratan kebutuhan pelanggan, jadi
pelanggan yang menentukan dan menilai sampai seberapa jauh sifat
dan karakteristik tersebut memenuhi kebutuhannya. Menurut Goetsh
dan Davis (2016) kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang
berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan

yang memenuhi atau melebihi harapan.
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Kualitas dapat memberikan nilai plus berupa motivasi khusus
bagi para pelanggan untuk menjalin ikatan relasi saling
menguntungkan dalam jangka panjang perusahaan. Menurut Tjiptono,
(2017) Kualitas dapat memberikan nilai plus karena didalamnya
terdapat kriteria-kriteria yang harus dicapai memenuhi kebutuhan
pelanggan. Sehingga apabila suatu pelayanan jasa atau produk
memiliki kriteria yang baik dan memenuhi kebutuhan pelanggan atau
bahkan melebihi harapan yang diinginkan pelanggan, maka pelayanan

tersebut dapat dikatakan memiliki kualitas.

Menurut Tjiptono dan Chandra, (2016) kualitas dapat diartikan
sebagai keadaan dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, sumber
daya manusia dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.
Menurut Abdullah dan Francis, (2016) kualitas adalah keseluruhan ciri
dan karakteristik suatu barang atau jasa yang berpengaruh pada
kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan
maupun tersirat.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan
kualitas adalah suatu karakteristik atau atribut yang menggambarkan
tingkat keunggulan atau kesempurnaan suatu entitas, baik itu produk,

layanan, proses, atau bahkan individu.

. Pelayanan

Dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan
adalah sebagai sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Pada

hakekatnya pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang merupakan
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proses. Sebagian proses pelayanan berlangsung secara rutin dan
berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam
masyarakat, proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain.

Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas
yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) terjadi sebagai
akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal
lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi layanan yang
dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau
pelanggan.

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui
aktivitas orang lain secara langsung. Perusahaan yang mampu
memberikan keunggulan pelayanan, akan menciptakan nilai positif
bagi Pprusahaan. Dengan adanya pelayanan yang memadai, pelanggan
akan merasa puas serta mendorong pelanggan untuk menggunakan
produk itu kembali. Penting memberi pelayanan yang terbaik dan
sesuai harapan pelanggan, karena pelayanan tidak hanya sekedar
melayani, tetapi berarti mengerti, memahami, dan merasakan sehingga
penyampaiannya bisa mengenai hati pelanggan sehingga mampu
memperkokoh posisi perusahaan dalam pikiran pelanggan.

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktifitas
seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak
langsung untuk memenuhi kebutuhan. Moenir mengarakan bahwa

pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang
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lain secara langsung. Standar dalam pelayanan adalah ukuran yang
telah ditentukan sebagai suatu pembukaan pelayanan yang baik.

Pelayanan (Custumer Service) memiliki pengertian secara
umum Yyaitu kegiatan yang di tunjukan untuk memenuhi kepuasan
pelanggan dengan perantaraan pelayanan dengan melakukan
pemenuhan kebutuhan pelanggan.

Dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan
adalah sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan
melayani yaitu membatu menyiapkan (membantu apa yang diperlukan
seseorang). Pada hakekatnya pelayanan adalah serangkaian kegiatan
yang merupakan proses pelayanan berlangsung secara rutin dan
berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam
masyarakat, proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain.

Menurut Tjiptono (2016:92) jasa atau pelayanan adalah
kegiatan, manfaat, atau kepuasan yang disediakan untuk
diperjualbelikan. Pelayanan merupakan serangkaian aktivitas yang
bersifat tak berwujud yang umumnya terjadi dalam interaksi antar
konsumen dan karyawan jasa, atau sumber daya fisik, barang, dan
sistem penyedia jasa. Pelayanan dianggap sebagai solusi terhadap
masalah konsumen.

Menurut R.A Supriyono (Ricka Handayani, 2023:122-123)
berpendapat bahwa “pelayanan adalah kegiatan yang dilaksanakan
oleh organisasi yang menyangkut kebutuhan pihak konsumen dan

menciptakan kesan tersendiri, adanya pelayanan yang baik akan
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memberikan kepuasan bagi konsumen yang hal demikian merupakan
kunci penting menarik perhatian konsumen untuk menggunakan jasa
yang ditawarkan.”

Menurut Kotler (Ricka Handayani, 2023:123-133) pengertian
pelayanan yaitu setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan
oleh satu pihak kepada pihak lain pada dasarnya tidak berwujud dan

tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.

Barata dalam Atmadjati (2018:1) mengemukakan bahwa
“pelayanan adalah satu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi
dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau

mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan”

Menurut Lukman (Muhammad Tahir, 2020:14-15) Berpendapat
bahwa “pelayanan merupakan suatu kegiatan atau urutan kegiatan
yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang

lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan.”

Dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan
adalah memberikan kepuasan bagi penerima pelayanan, senantiasa
dekat dengan penerima pelayanan dan memberikan kesan

menyenangkan bagi penerima pelayanan.

. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah landasan utama untuk mengetahui
tingkat kepuasan konsumen. Dalam hal ini perusahaan dapat dikatakan

baik jika mampu menyediakan barang atau jasa sesuai dengan



19

keinginan pelanggan. Kualitas produk dan kinerja layanan yang baik

akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan kepuasan pelanggan.

Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai tingkat kepuasan
konsumen. Di mana hal tersebut diperoleh dengan cara
membandingkan jenis pelayanan satu dengan pelayanan lain yang
sejenis. Sehingga, konsumen dapat mengetahui perbandingan tingkat

kualitas pelayanan antara perusahaan A dan B.

Kualitas pelayanan dianggap baik apabila pelayanan yang
diberikan sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen, sementara
jika melebihi apa yang diharapkan konsumen maka dapat dikatakan
pelayanan sangat memuaskan. Namun, terkadang ada juga pelayanan
yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen. Pelayanan
ini dikatakan buruk, jika perusahaan dirasa tidak dapat memenuhi
keinginan konsumen, baik melalui produk maupun melalui pelayanan

perusahaan.

Kualitas pelayanan (service quality) telah menjadi faktor yang
menentukan dalam menjaga keberlangsungan suatu organisasi
birokrasi pemerintah maupu organisasi perusahaan. Pelayanan yang
baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa publik, sangat
penting dalam upaya mewujudkan kepuasan pengguna jasa publik

(Customer Satisfaction).

Sebuah perusahaan jasa harus menjaga kualitas jasa yang

ditawarkan berada diatas saingan dan lebih hebat dari yang
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dibayangkan oleh konsumen. Perusahaan juga harus memahami apa
kebutuhan dan harapan konsumen terhadap produk atau jasa yang

ditawarkan.

Kualitas pelayanan adalah perbandingan antara kenyataan dan
harapan konsumen, jika kenyataan yang di terima lebih dari yang
diharapkan, maka layanan dapat dikatakan bermutu atau berkualitas,
sebaliknya jika kenyataan kurang dari yang diharapkan, maka layanan

dikatakan tidak bermutu atau tidak berkualitas.

Kotler (2017:182) telah melakukan bermacam penelitian
terhadap berbagai jenis atau layanan, dan berhasil mengenali ciri-ciri
yang digunakan oleh pelanggan untuk menilai kualitas pelayanan.
Menurut Abdullah dan Tantri (2018:144) menunjukan bahwa kualitas
pelayanan mencakup semua atribut dan sifat yang dimiliki oleh suatu
produk atau layanan yang mempengaruhi kemampuannya untuk

memuaskan kebutuhan yang diungkap maupun yang tersirat.

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (2017) mendeskripsikan
bahwa terdapat lima (5) dimensi kualitas pelayanan yang bisa
digunakan sebagai alat pengukur kualitas pelayanan, yang mana setiap

dimensi memiliki indikator, yaitu:

1. Tangibles (Bukti Fisik)
Meliputi tampilan fisik dari fasilitas, peralatan, personel, dan

materi komunikasi.
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. Reliability (Keandalan)

Yakni kemampuan untuk memberikan pelayanan secara akurat,
tepat waktu, dan konsisten sesuai janji.

. Responsivenss (Daya Tanggap)

Yaitu ketersediaan dan kesigapan petugas untuk membantu
masyarakat dan memberikan pelayanan dengan cepat.

. Assurance (Jaminan)

Mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan sifat dapat
dipercaya yang dimiliki oleh para petugas sehingga dapat
menumbuhkan rasa percaya diri pada masyarakat.

. Empathy (Empati)

Meliputi sikap perduli dan perhatian individual yang diberikan oleh

petugas kepada setiap masyarakat.

Menurut Tangalayuk, (2016) indikator kualitas pelayanan

yaitu:

1. Berwujud dalam hal Tingkat layanan yang diberikan berupa
prasarana fisik, peralatan, pengguna dan metode komunikasi.

2. Kepercayaan, kehandilan dalam memberikan layanan yang
andal.

3. Umpan balik untuk memfasilitasi layanan cepat dan ringkas,
dan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

4. Keyakinan, keramahan dan rasa hormat dalam memastikan
kepercayaan pelanggan.

5. Emosional, kuat, ramah dan layanan pelanggan.
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4. Administrasi

Menurut Siswandi (2017:1) menjelaskan bahwa Administrasi
diambil dari kata “ad” dan “ministro”, Ad mempunyai arti “kepada”
dan “ministro” berarti “melayani”. Dengan demikian, diartikan sebagai
pela- yanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu. Selain itu, kata
adminis- trate berasal dari bahasa Belanda, yang artinya lebih sempit
dan terbatas pada aktivitas ketata usahaan, yaitu kegiatan penyusunan
dan pencatatan keterangan yang diperoleh secara sistematis, yang
berfungsi mencatat hal- hal yang terjadi dalam organisasi sebagai
bahan laporan bagi pimpinan, didalamnya merupakan kegiatan
kegiatan tulis menulis, mengirim, dan menyimpan keterangan dan
dikaitkan pula dengan aktivitas administrasi perkantoran yang hanya
merupakan salah satu bidang dari aktivitas admin- istrasi yang
sebenarnya.

Dewasa ini administrasi telah diberikan arti lebih dari sekedar
pengertiannya yang sudah tidak tradisional lagi seperti pandangan
terhadap administrasi negara yang kemudian berkembang kian hari.
Saat ini administasi sudah menjadi disiplin ilmu yang unik dan modern
serta tetap mengedepankan company interest (Kepentingan
Perusahaan). Menurut Sutha (2017:3) “administrasi adalah kegiatan
yang berhubungan dengan penyusunan dan pencatatan data dan
informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan

bagi pihak yang membutuhkan serta memudahkan mendapatkan
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kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain,
atau dengan kata lain disebut tata usaha.”

Menurut Sondang dalam Pandiangan (2015) admisnistrasi
adalah proses keseluruhan kegiatan mencangkup dari pada keputusan
yang sudah diambil dan kegiatan itu pada umumnya dilakukan melalui
dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan.

Menurut Fahmi (2015:1) administrasi yaitu sebuah pondasi
jaringan yang tertara secara sistematis yang membentuk sebuah
hubungan yang saling bekerjasama satu dengan yang lainnya untuk
mewujudkan suatu mekanisme kerja yang tersusun dan mecapai tujuan
bersama yang telah ditentukan. Dapat disimpulkan dalam hal tersebut,
admisnistrasi ialah rangkaian penataan dalam mengatur mekanisme
yang tersusun antara dua orang atau sekelompok untuk mencapai
tujuan dan kesepakatan bersama.

Administrasi sederhananya adalah kegiatan penyusunan dan
pencatatan data serta informasi (drafting and recording data plus
information) secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan
keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara
keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lain. Pengertian
administrasi diatas menyamakan dengan definsi tata usaha. Pengertian
administrasi yang lebih luas lagi adalah kegiatan kerjasama yang
dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja

sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan
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sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan
kalimat lain, pengertian administrasi mencakup seluruh kegiatan dari
peraturan hingga pengurusan kelompok orang yang memiliki
diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Secara etimologi, administrasi berasal dari bahasa Yunani
‘administrare’ atau administer yang berarti mengendalikan, mengelola
atau menangani urusan-urusan seperti negara, pemerintahan, rumah
tangga ataupun pengelolaan suatu bisnis/usaha. Administrasi
Rangkaian merupakan kegiatan perbuatan yang dilakukan oleh
sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai suatu tujuan
tertentu dapat dicakup dengan satu istilah yaitu administrasi yang
dalam bahasa Inggris disebut administration.

Administrasi merupakan suaru fungsi yang memegang peranan
sangat penting terhadap tercapai kelancaran usaha kegiatan, maupun
aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan/organisasi. Sehingga dengan
demikian dapat dikatakan administrasi juga merupakan urat nadi
perusahaan dan administrasi juga dapat memperlihatkan fakta dan
keterangan yang diperlukan untuk perencanaan secara rinci dan
keterangan/data yang meliputi catatan yang akurat, formular serta
laporan yang meliputi tugas administrasi.

Pemahaman yang tepat tentang peranan administrasi dalam
kehidupan modern sangat tergantung pada definisi yang digunakan
sebagai titik tolak berpikir. Administrasi didefinisikan sebagai

‘keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang
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didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan

yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan

prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.
Apabila definisi di atas disimak akan terlihat paling sedikit tiga
hal yaitu:

1. Administrasi merupakan suatu seni sekaligus sebagai proses.
Sebagai seni, penerapan administrasi memerlukan kiat tertentu
yang sifatnya sangat situasional dan kondisional.

2. Administrasi selalu terikat pada kondisi, situasi, waktu dan tempat.

3. Administrasi memiliki unsur-unsur tertentu, yaitu adanya dua
orang atau lebih, orang-orang tersebut bekerjasama dalam
hubungan yang sifatnya formal dan hirarkis, adanya tujuan yang
ingin dicapai. Adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan

tersedianya sarana dan prasarana tertentu.

Secara etimologis, istilah administrasi berasal dari bahasa
inggris dari kata administration yang bentuk infinitnya fo administer
dan diartikan sebagai to manage (mengelola) atau to direct
(mengarahkan, menggerakkan). Kata adminiatrasi juga terdapat dalam
bahasa Belanda yaitu odministratie yang mempunyai pengertian
mencakup stelselmatige verkrijging en verwiking van gegeven (tata
usaha), bestuur (manajemen dari kegiatan organisasi), dan beheer
(manajemen dari sumber daya). Istilah administrasi di Indonesia pada
mulanya berasal dari Eropa Barat (Kontinental) melalui penjajahan

Belanda.
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Dalam pengertian sempit kata administrasi merupakan
penyusunan atau pencatatan data dan informasi secara sistematis
dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan
memperoleh kembali data tersebut secara seseluruhan dan dalam
hubungannya satu sama lain. Administrasi dalam arti sempit lebih tepat
disebut tata usaha (clerical work, office work). Berikut ini definisi dari

kata administrasi secara sempit.

Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian
sumber-sumber schingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat
apapun dapat dilaksanakan dengan baik. Proses administrasi akan
melaksanakan tiga fungsi utama yang berhubungan erat dengan tiga

tingkatan umum dalam hierarki formal.

1. Di tingkat atas, yaitu fungsi pengarahan organisasi, terutama
berkaitan dengan proses perencanaan jangka panjang dari suatu
tujuan yang akan dicapai.

2. Di tingkat menengah, yaitu fungsi manajemen organisasi, terutama
berkaitan dengan upaya mempertahankan organisasi sebagai suatu
pekerjaan yang terus berlangsung lama, seperti memberikan bahan,
sarana, instruksi dan penciptaan iklim yang diperlukan oleh staf
teknis atau professional yang terlibat dalam proses produksi (hasil).

3. Di tingkat bawah adalah fungsi pengawasan, dalam kontak
langsung dengan pekerja profesional dan teknis, fungsi

pengawasan mengarahkan penggunaan sumber-sumber serta
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menjalin agar kegiatan profesional dan teknis dilaksanakan sesuai

dengan standar yang telah ditetapkan.

Ketiga tingkatan ini saling berkaitan, memiliki derajat saling
berhubungan secara positif dan mempunyai fungsi yang berbeda-beda,
seperti beragamnya organisasi dari berbagai jenis dan ukuran.
Misalnya dalam suatu pabrik atau dalam suatu bagian pelayanan sosial
medis, fungsi pengarahan, manajemen, dan pengawasan dapat
tertanam hanya pada satu orang. Walaupun demikian, yang terpenting
adalah administrasi didefinisikan sebagai proses umum yang

pengarahan, manajemen, dan pengawasan merupakan unsur-unsurnya.

. Kasi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan (Kasi Pemerintahan) adalah
perangkat desa yang memiliki tugas utama dalam bidang
penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa, termasuk
administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, ketertiban
umum, dan pembinaan masyarakat. Kasi Pemerintahan bertanggung
jawab langsung kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan
perangkat desa lainnya untuk mendukung kelancaran tata kelola

pemerintahan desa.

Kasi Pemerintahan adalah salah satu unsur pelaksana teknis
pemerintahan desa yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Desa. Peran utamanya adalah membantu Kepala

Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan desa, administrasi
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kependudukan, tata batas wilayah, pertanahan, serta pembinaan dan

ketertiban masyarakat.

Kasi Pemerintahan adalah perangkat desa yang berkedudukan
sebagai unsur pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa sebagai
pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan desa. Dalam
pengelolaan keuangan desa, Kasi Pemerintahan Desa bertugas sebagai
Pelaksana Kegiatan Anggaran (PAK) dalam struktur Pelaksana

Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sesuai bidang tugasnya.

Kepala seksi (Kasi) pemerintahan ini bertugas membantu
Kepala Desa dalam melaksanakan tugas bidang pemerintahan desa.

Selain tugas tersebut, Kasi Pemerintahan Desa juga bertugas :

a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.

b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya.

c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya.

d. Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA
(Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL
(Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang
tugasnya.

e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas
pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang

tugasnya.
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Menyusun laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDes).

Untuk melaksanakan tugasnya, maka Kasi Pemerintahan

memiliki fungsi:

Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan.
Menyusun rancangan regulasi desa.

Pembinaan masalah pertanahan.

Pembinaan ketentraman dan ketertiban.
Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat.
Kependudukan.

Penataan dan pengelolaan wilayah.

Pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

Disamping tugas dan fungsi sebagaimana dijelaskan diatas.
Kasi Pemerintahan Desa juga membantu Kepala Desa dalam
melaksanakan wewenangmya. Dan dalam melaksanakan tugas,

Kasi Pemerintahan berhak:

Menerima penghasilan tetap (gaji) setiap bulan, tunjangan, dan
mendapat jaminan kesehatan, serta penerimaan lainnya yang sah
dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Desa.
Menerima bimbingan dan pembinaan dalam rangka pelaksanaan
tugasnya.

Dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kasi Pemerintahan
Desa juga harus terlebih dahulu diangkat dan ditetapkan melalui

Keputusan Kepala Desa.

. Bidang Pemerintahan

Bidang pemerintahan merupakan salah satu unsur penting
dalam struktur organisasi pemerintahan desa yang memiliki peran
strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, administrasi,
serta pelayanan publik di tingkat desa. Bidang ini berfungsi sebagai
pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan
roda pemerintahan, memastikan setiap kegiatan administrasi dan
kebijakan pemerintah desa dapat berjalan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Secara umum, bidang pemerintahan di kantor desa
dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Pemerintahan (Kasi Pemerintahan)
yang berada di bawah tanggung jawab Sekretaris Desa dan Kepala
Desa. Kasi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa dalam
melaksanakan urusan pemerintahan, termasuk penyelenggaraan
administrasi kependudukan, pengelolaan wilayah, penataan lembaga
kemasyarakatan, serta pemeliharaan ketertiban dan keamanan
masyarakat. Melalui bidang ini, desa menjadi lebih tertib secara
administrasi dan mampu memberikan pelayanan publik yang efisien
kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, bidang pemerintahan memiliki

ruang lingkup kerja yang cukup luas. Salah satu tanggung jawab
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utamanya adalah menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa,
seperti pencatatan data kependudukan, penerbitan surat keterangan,
serta pengelolaan arsip dan dokumen penting desa. Selain itu, bidang
pemerintahan juga berperan dalam pengelolaan data profil desa, yaitu
kegiatan yang mencakup pendataan jumlah penduduk, kondisi sosial
ekonomi masyarakat, serta sumber daya yang dimiliki desa. Data
tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan program
pembangunan desa yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat.
Selain berfokus pada administrasi, bidang pemerintahan juga
memegang peranan penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan
wilayah desa. Kasi Pemerintahan bersama perangkat desa lainnya
melakukan koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan, seperti RT,
RW, dan linmas, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan
kondusif. Melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap
lembaga kemasyarakatan, bidang pemerintahan turut mendorong
partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Fungsi lainnya adalah memberikan pelayanan publik yang
berkualitas, khususnya di bidang kependudukan dan administrasi surat
menyurat. Masyarakat yang membutuhkan surat keterangan, seperti
surat domisili, kelahiran, kematian, pindah datang, atau surat
keterangan usaha, akan dilayani oleh perangkat bidang pemerintahan.
Dengan demikian, bidang pemerintahan menjadi garda terdepan dalam
memberikan pelayanan administratif yang langsung dirasakan oleh

warga desa.
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Selain menjalankan tugas rutin, bidang pemerintahan juga
memiliki tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan kegiatan
demokrasi di tingkat desa, seperti pemilihan Kepala Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD). Bidang ini berperan dalam penyusunan
daftar pemilih, penetapan tata tertib pemilihan, serta koordinasi dengan
panitia pemilihan agar proses demokrasi berjalan tertib, transparan,
dan sesuai peraturan.

Secara keseluruhan, bidang pemerintahan bertujuan untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good
governance). Hal ini tercermin dari upaya menciptakan pelayanan
publik yang efektif dan akuntabel, peningkatan kualitas administrasi
pemerintahan, serta penyediaan data dan informasi yang akurat sebagai
dasar pengambilan keputusan dalam pembangunan desa. Dengan
pengelolaan yang profesional, bidang pemerintahan diharapkan dapat
memperkuat  kelembagaan desa, meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah desa, dan menjadi fondasi bagi
terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan partisipatif.

Bidang pemerintahan adalah bidang yang mengatur
pengelolaan dan penyelenggaraan negara melalui legeslasi, eksekutif,
yudikatif, pembangunan, dan pelayanan publik. ini melibatkan
pembuatan dan pengesahan undang-undang, pelaksanaan kebijakan,
penegakan hukum, perencanaan program pembangunan, serta

penyediaan layanan kepada masyarakat seperti pendidikan dan
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kesehatan. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola yang baik dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat

. Kantor Desa

Kantor desa adalah salah satu instansi pemerintah yang
berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Kantor desa
merupakan tingkat pemerintahan yang paling rendah, instansi ini di
bentuk karena Sebagian besar wilayah Indonesia masih dikelilingi oleh
pedesaan. Oleh sebab itu untuk menciptakan keadilan dalam
pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, diperlukanlah bantuan
Kantor Desa sebagai penyambung komunikasi antara Pemerintah dan
Masyarakat.

Setiap tahun untuk kemajuan desa seperti pembangunan dan
lain sebagainya yang pemerintah menyalurkan dana yang bernilai
ratusan rupiah bahkan milyaran yang disalurkan melalui Badan
Permusyawaratan Desa (BPD). Permohonan dari masyarakat akan
ditampung oleh Kepala Desa dan di lanjutkan kepala Badan
Permusyawaratan Desa. Kemudian Badan Permusyawaratan Desa
akan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta
mengawasi kinerja Kepala Desa.

Kantor desa adalah suatu tempat dimana digunakan oleh
pemerintahan desa terkait untuk melaksanakan kegiatan administrasi.
Kegiatan administrasi yang diproses antara lain ialah pembuatan surat
keterangan tidak mampu, kartu tanda penduduk, kepengurusan kartu

keluarga, dan lain sebagainya. Dimana kantor desa ini sangat
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dibutuhkan dalam melaksanakan pemerintahan desa yang baik
sehingga dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat di desa
tersebut. Kantor desa salah satu termasuk fasilitas yang harus ada
disetiap desa untuk menunjang sebuah penyelenggaraan pemerintahan
desa.

Kantor desa adalah pusat pelayanan di desa, menjadi central
segala kegiatan yang ada di desa, baik itu di bidang pemerintahan,
pemberdayaan, pembangunan ataupun pembinaan semua berpusat di
Kantor Desa. Keberadaan dan kondisi kantor desa bisa mencerminkan
dari indentitas desa itu sendiri, bahkan jarang masyarakat melihat
kantor saja untuk menentukan nilai sebuah desa secara keseluruhan.
Karena hal tersebut, maka tidak salah kiranya jika di dalam
pemerintahan desa untuk memprogramkan pembangunan kantor yang
layak. Kantor yang layak adalah adalah kantor yang baik untuk
pelayanan dan memberikan rasa nyaman bagi setiap warga yang
hendak melaporkan atau sekedar meminta pelayanan surat-menyurat,
dan juga kantor desa bisa dikatakan layak jika kantor tersebut
membuat betah personil desa baik itu kepala desa sendiri dan juga
seluruh perangkat.

Dengan adanya kantor desa sebuah pemerintahan desa dapat
melakukan kegiatan yang dapat mendukung sebuah kinerja perangkat
desa yang bisa melalukan kegiatan administrasi desa di sebuah kantor
desa. Sehingga jika tidak adanya kantor desa maka bisa dikatakan desa

tersebut kurang memperhatikan pelayanan mereka terhadap
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masyarakat desa tersebut yang ingin melakukan keperluan mereka
yang berkaitan dengan kegiatan yang membutuhkan bantuan dari
perangkat desa, akan sedikit terganggu karena tidak adanya kantor
desa di desa tersebut.

Kantor desa memiliki peran penting dalam membangun desa
yang maju dan sejahtera. Dengan adanya kantor desa yang berfungsi
dengan baik, masyarakat dapat lebih mudah mengakses pelayanan,
informasi, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas
hidup mereka. Selain itu, kantor desa juga menjadi wadah bagi
masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.

1. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah
Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat. Di samping melaksanakan tugas
tersebut, Kepala Desa melaksanakan wewenang, hak, dan
kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Desa memiliki fungsi-
fungsi sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja

Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah

pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban,
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melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi
kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana
prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan,
kesehatan.

c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan
kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya
masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan
motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik,
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga,
dan Karang Taruna.

e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan

lembaga lainnya.

Selain itu, berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa dalam melaksanakan

tugas, Kepala Desa berwenang untuk:

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;

c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
d. Menetapkan Peraturan Desa;

e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

f. Membina kehidupan masvarakat Desa;

g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
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h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala
produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
Desa;

i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;

j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan Sebagian kekayaan
negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

1. memanfaatkan teknologi tepat guna;

m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

0. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang undangan.

Kemudian dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa

juga berhak:

a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata letak kerja
Pemerintahan Desa;

b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan
penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan

kesehatan;
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d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang
dilaksanakan;
e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya

kepada Perangkat Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung
jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahnya masing-masing
dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan. Menteri dalam Negeri, Gubernur,
Bupati/Walikota dan Camat wajib melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Sekretaris Desa
Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan
Sekretaris Desa. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa
dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk tugas, Sekretaris
Desa mempunyai fungsi berikut.
a. Melaksanakan wurusan ketatausahaan seperti tata naskah,
administrasi surat-menyurat, arsip, dan ekspedisi.
b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi
perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan
kantor,  penyiapan  rapat,  pengadministrasian  asset,

inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
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c. Melaksanakan  urusan  keuangan  seperti  pengurusan
administrasi ~ keuangan, administrasi sumber-sumber
pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan,
dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa,
BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

d. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti Menyusun rencana
anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisasi data-
data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan

evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Dalam implementasi peraturan lebih lanjut mengenai
susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan perangkat
desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota, posisi
sekretaris Desa yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Desa, dapat diatur untuk mempunyai tugas:

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala Urusan;

b. Mengkoordinasikan pengisian buku-buku administrasi desa;

c. Melakukan pembinaan administrasi kepada Perangkat Desa;

d. Melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan;

e. Melaksanakan surat-menyurat dan kearsipan;

f. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset desa;

g. Melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data tanah di desa;
h. Menyusun rancangan Peraturan Desa;

i. Menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa;
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Menyusun rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa;

Melaksanakan perundangan Peraturan Desa dalam Lembaran
Desa dan mengundangkan Peraturan Kepala Desa serta
Peraturan Bersama Kepala Desa dalam Berita Desa;

. Menyusun rancangan laporan realisasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa;

Menyusun rancangan laporan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa setiap akhir tahun anggaran,;

Menyusun rancangan laporan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa akhir masa jabatan Kepala Desa;

Menyusun rancangan laporan keterangan penyelenggaraan
pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran;

Menyusun rancangan informasi penyelenggaraan pemerintahan
desa untuk disebarluaskan kepada masyarakat desa setiap akhir
tahun anggaran;

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan evaluasi kinerja
Perangkat Desa;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan
secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Penamaan
kerangka pemikiran bervariasi, kadang disebut juga kerangka konsep,

kerangka teoritis atau model teoritis (theoritical model).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Administrasi Pemerintahan Desa. Administrasi Pemerintahan Desa adalah
keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai
Pemerintahan Desa. Disebutkan dalam Permendegri tersebut, salah satu
tujuannya ditetapkannya Permendegri tentang Administrasi Pemerintahan
Desa adalah untuk mewujudkan tertib administrasi desa yang mampu
berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan
Pemerintahan =~ Desa,  pelaksanaan =~ pembangunan, = pembinaan

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan ~ Kualitas ~ Pelayanan =~ Administrasi ~ Bidang
Pemerintahan Pada Kantor Desa Sungsum Kecamatan Tebing Tinggi
Kabupaten Balangan. Maka penelitian ini akan dijelaskan melalui teori
yang dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (2017) yaitu
sebagai berikut:

1. Tangibles (Bukti Fisik)

2. Reliability (Keandalan)

3. Responsiveness (Daya Tanggap)
4. Assurance (Jaminan)

5. Empathy (Empati)
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Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
Bagaimana kualitas pelayanan administrasi bidang pemerintahan pada
Kantor Desa Sungsum Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan,
serta mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas
pelayanan administrasi bidang pemerintahan pada kantor desa sungsum.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar 2.1 Kerangka

Pemikiran berikut ini:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi

Pemerintahan Desa.

v

Balangan

Kantor Desa Sungsum Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten

r

Menurut Parasuraman, Zeithaml,

Pelayanan;

Berry (2017), Kualitas

1. Tangibles (Bukti Fisik)

2. Reliability (Keandalan)

3. Responsivenesss (Daya
Tanggap)

4. Assurance (Jaminan)

5. Empathy (Empati)

Fenomena Masalah:

berfungsi
menghambat proses pelayanan dikarenakan

yang banyak.

1. Pegawai datang tidak tepat waktu sehingga
masyarakat menjadi menunggu lebih lama dari
waktu yang ditentukan masyarakat datang jam
08.00 petugasnya datang jam 09.00.

2. Fasilitas fisik seperti komputer, printer dan
kursi tunggu yang masih terbatas dan tidak

dengan baik sehingga menjadi

kurangnya anggaran dari pemerintah desa.

3. Kurangnya informasi tentang persyaratan yang
dibutuhkan untuk mengurus administrasi pada
bidang pemerintahan, dikarenakan tidak ada
disediakan papan informasi dari pemerintah
desa sehingga prosesnya menjadi lebih sulit
dan memakan waktu.

4. Keterbatasan akses dan stabilitas jaringan
internet
penghambat utama karena menyulitkan akses
ke sistem pelayanan online dikarenakan kuota
internet yang kurang dan jumlah pengguna

daerah  pedesaan menjadi

]

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Pelayanan Administrasi
Bidang Pemerintahan Pada Kantor Desa Sungsum Kecamatan
Tebing Tinggi Kabupaten Balangan

v

Kualitas Pelayanan Administrasi Bidang Pemerintahan Pada Kantor
Desa Sungsum Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan




